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2.1 Relasi Gender dan Komunikasi 
Komunikasi sebagai salah satu hal penting dalam kehidupan 
manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki 
kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya terhadap orang lain dan 
lingkungan. Menurut Mulyana (2013) ini sesuai dengan ungkapan “Kita 
tidak dapat tidak berkomunikasi (we cannot not communicated). Setiap 
manusia memiliki gaya tersendiri dalam berkomunikasi dengan manusia 
lainnya. Perbedaan gaya berkomunikasi tersebut dapat dipengaruhi oleh 
darimana ia berasal, di mana ia lahir, latar belakang, pendidikan, usia dan 
gender. 
Raymond S. Ross (dalam Mulyana, 2013) mendefinisikan 
komunikasi (intensional) sebagai suatu proses menyortir, memilih dan 
mengirimkan simbol-simbol dengan sedemikian rupa sehingga membantu 
pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa 
dengan yang dimaksudkan komunikator. Sedangkan, William I. Gorden 
mengartikan komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai 
transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Bernard Barelson 
dan Gary A. Steiner, menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses 
transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya dengan 
menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, grafis, angka dan 




Melalui definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
komunikasi merupakan proses mengirimkan simbol-simbol yang 
melibatkan gagasan maupun perasaan dengan menggunakan media tertentu 
untuk mengubah perilaku orang lain. Simbol atau pesan verbal merupakan 
seluruh jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Suatu sistem 
kode verbal dapat disebut sebagai bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai 
seperangkat atau kombinasi simbol-simbol yang digunakan dan dipahami 
suatu komunitas (Mulyana, 2013). 
Mulyana (2013) membandingkan bahwa bahasa pria dan wanita 
memiliki perbedaan. Deborah Tannen (dalam Mulyana, 2013) 
mengungkapkan bahwa wanita memiliki kecenderungan dalam menata 
pembicaraan secara kooperatif, sedangkan pria cenderung menatanya secara 
kompetitif. Tannen (1990) juga berpendapat bahwa wanita lebih sering 
terlibat dalam “pembicaraan hubungan” sedangkan pria lebih sering terlibat 
dalam “pembicaraan laporan”. Komunikasi wanita juga dapat ditandai 
melalui kesederajatan, yakni untuk mencapai kesamaan pengalaman. 
Sementara, komunikasi pria menggunakan lebih banyak pembicaraan 
secara instrumental (untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain), 
melaporkan informasi, memecahkan masalah, dan menyelesaikan tugas 
melalui pertukaran informasi (Mulyana, 2013). 
2.1.1 Genderlect Styles Theory (Deborah Tannen) 
Perbedaan gaya bahasa pada jenis kelamin disebut dengan 
istilah Genderlect, memiliki arti sama seperti dialek (bahasa yang 




merupakan perbedaan gaya bahasa berdasarkan gender dan stereotip 
mereka yang digambarkan dua karakter tersebut. Deborah Tannen 
dalam bukunya You Just Don’t Understand (1990) mengungkapkan 
bahwa pria dan wanita gagal memahami satu sama lain karena 
mereka berbicara dalam kode bahasa yang berbeda dan 
mendengarkan dengan berbagai prioritas yang berbeda. 
Deborah Tannen (dalam Juliano, 2015) genderlect 
merupakan bagian dari teori komunikasi antar budaya yang melihat 
bahwa ada perbedaan gaya komunikasi antara pria dan wanita di 
dalam suatu realitas sosial. Teori ini mengemukakan bahwa terdapat 
perbedaan bahasa berdasarkan jenis gender, ada sudut pandang yang 
berbeda yang diatur dalam berbahasa yang digunakan antara pria 
dan wanita dalam pencampuran budaya dan bagaimana bahasa 
memiliki fungsi untuk menjelaskan identitas untuk pria dan wanita 
dalam konteks sosial gender (Juliano, 2015). 
Menurut Tannen (dalam Juliano, 2015) secara garis besar 
teori genderlect mengemukakan bagaimana perbedaan gender 
berkomunikasi secara efektif antara satu dengan yang lain dalam 
satu bahasa yang sama, dimana didalamnya terdapat proses saling 
menghargai, saling mendengarkan satu sama lain, saling toleransi, 
tidak ada superior-inferior, tidak ada pandangan “high power – low 
power”. Tannen (1991) berupaya untuk memahami komunikasi 




hubungan lebih baik dan membantu mengurangi kesalahpahaman 
dan konflik berkelanjutan (Juliano, 2015). 
Pergerakan perempuan pada tahun 1970 (disebut sebagai 
kebangkitan feminisme gelombang kedua) membentuk munculnya 
bidang bahasa dan gender. Fokus utama dalam bidang ini adalah 
walaupun pria dan wanita ketika berbicara menggunakan bahasa 
yang sama (contoh: bahasa inggris) akan tetapi menggunakan sistem 
tata bahasa yang berbeda. Teori awal genderlect mengeksplorasi 
bagaimana pola komunikasi gender sering diposisikan kurang, 
terpinggirkan, melemahkan atau bahkan membungkam posisi 
wanita dibandingkan dengan pria. 
2.1.2 Perbedaan Seks dan Gender 
Sebelum membahas perbedaan gaya komunikasi pria dan 
wanita perlunya untuk membedakan antara seks dan gender, Ann 
Oakley (1972) menyatakan bahwa seks adalah istilah biologis, 
sedangkan gender adalah istilah psikologi dan kultural (Prabasmoro, 
2006). 
Kata gender berasal dari Bahasa Inggris, yang berarti “jenis 
kelamin”. Dalam Webster’s New World Dictionary, gender 
diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 
perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam 
feminisme, secara bahasa gender berarti suatu konsep tentang 
klasifikasi sifat maskulin dan feminin yang dibentuk secara 




Pembedaan seks dan gender merupakan salah satu 
pendekatan penting dalam pemikiran feminis. Melalui pembedaan 
ini dapat digunakan sebagai bingkai pikir yang berguna untuk 
menjelaskan bahwa situasi opresif yang dihadapi perempuan 
bukanlah suatu takdir dan bukan pula merupakan suatu hal yang 
alamiah (Prabasmoro, 2006). Sepakat dengan pendapat tersebut, 
Sandra Harding dan Julia Wood (2012) menyatakan bahwa gender 
merupakan sistem makna sudut pandang melalui posisi dimana 
kebanyakan pria dan wanita dipisahkan secara lingkungan, material, 
dan simbolis. 
Gender juga merujuk pada perbedaan karakter pria dan 
wanita berdasarkan konstruksi sosial dan budaya, yang berkaitan 
dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Faktor 
yang harus diperhatikan adalah bahwa istilah “sifat pria” dan “sifat 
wanita” yaitu konsep budaya maskulin dan feminim. Namun pada 
kenyataannya bahwa bahasan mengenai komunikasi pria dan wanita 
harus mengacu pada “kecenderungan yang ada pada pria” dan 
“kecenderungan yang ada pada wanita” (Juliano, 2015). 
Melalui definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
dalam berkomunikasi pria dan wanita terdapat suatu proses yang 
mana proses komunikasi tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan 
sosial ataupun budaya. Mengenai perbandingan gaya komunikasi 
antara dua budaya yang berbeda yakni budaya maskulin (pria) dan 




berkomunikasi pria lebih baik daripada cara berkomunikasi wanita 
atau sebaliknya. Namun perbedaan gaya komunikasi tersebut dapat 
diamati melalui beberapa kategori-kategori tertentu, seperti 
perbedaan saat berbicara, pemilihan topik pembicaraan, cara 
interupsi, penggunaan kata-kata atau kalimat tanya, menggunakan 
cerita dan guyonan, dan kategori-kategori lainnya. 
2.1.3 Perbedaan Gaya Komunikasi Maskulin dan Feminim 
Dalam komunikasi antarbudaya menunjukkan bahwa gender 
berhubungan dengan gaya komunikasi. Perbedaan gaya komunikasi 
dalam budaya maskulin dan feminim dilatarbelakangi dari 
banyaknya pengalaman dan pengamatan disekitar yang 
menggambarkan betapa rumitnya komunikasi yang terjadi antara 
pria dan wanita. 
Konsep komunikasi pria dan wanita memiliki persamaan 
dengan komunikasi lintas budaya yang terkadang membingungkan, 
sama halnya membayangkan dua orang berbicara akan tetapi berasal 
dari dua negara atau bahkan dua planet yang berbeda. Melalui hasil 
analisis yang telah dilakukan tergambarkan bahwa peran gender dan 
gaya komunikasi tidak sepenuhnya menjadi alasan perbedaan antara 
gaya komunikasi pria dan wanita, namun gender telah memberikan 
kontribusinya melalui proses sosialisasi ketika masa pertumbuhan 
anak laki-laki dan anak perempuan. Peran lainnya juga dapat 
tergambarkan melalui adanya seksis (penggunaan kata atau frasa 




gender, ataupun individual) dalam bahasa pria dan wanita dari 
beberapa budaya tertentu. 
Perbedaan gender merupakan masalah yang telah lama 
berkembang di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian 
masyarakat mengandung paham patriarki. Perbedaan status dan 
kedudukan berdasarkan gender berawal dari teori nature dan nurture 
yang menjelaskan bagaimana terbentuknya kodrat laki-laki dan 
perempuan dalam masyarakat. Melalui pandangan teori nature 
mengemukakan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan secara kodrati yang disebabkan oleh faktor genetis 
biologis. Sedangkan pandangan teori nurture menganggap bahwa 
perbedaan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi 
sosial dan budaya. Melihat fenomena ini lahirlah sekelompok orang 
yang menamakan diri feminis. Mereka berjuang untuk memperoleh 
hak yang sama seperti laki-laki. 
Gaya pembicaraan pria dan wanita dapat dipengaruhi sosial 
grup menentukan siapa yang di dengar dan paling sering 
dibicarakan. Penelitian mengungkapkan banyak wanita yang merasa 
lebih nyaman berbicara dengan individu atau di kelompok kecil. 
Wanita cenderung lebih tertarik pada pembicaraan pribadi untuk 
menciptakan ikatan emosional dan menguatkan hubungan. Wanita 
mengharapkan bahasan untuk di diskusikan dahulu dan dibuat 




dikarenakan sebagai bukti keterlibatan dan komunikasi (Tannen, 
1990). 
Penelitian mengindikasikan bahwa wanita sangat sering 
menggunakan kata-kata terimakasih atau maaf. Sebaliknya, pria 
jarang sekali menggunakan kata-kata minta maaf ataupun 
terimakasih untuk sesuatu yang telah mereka kerjakan (Tannen, 
1990). Untuk wanita berkomunikasi adalah proses hubungan dalam 
membuat setiap orang menyukainya. Akan tetapi, dalam sebuah 
percakapan wanita cenderung menceritakan sesuatu secara tidak 
langsung. Pembicaraan wanita berbelit-belit, membicarakan segala 
sesuatu dengan panjang, padahal intinya sangat sederhana. 
Sedangkan pria cenderung mengatakannya secara langsung sesuai 
dengan tujuannya. Selain itu wanita lebih menyukai basa-basi 
seperti: “Apakah hari ini kamu sedang tidak banyak urusan?” Hal 
tersebut menunjukkan keragu-raguan wanita dalam 
mengekspresikan diri mereka. Sebaliknya para pria cenderung lebih 
to the point. Ketika pria menginginkan sesuatu, mereka akan 
memintanya langsung, seperti saat pria meminta pada wanita, 
“Tolong belikan aku apel!”. Sesekali wanita menggunakan bahasa 
langsung yang cenderung maskulin, maka dianggap tidak sopan dan 
kasar. Sedangkan menurut catatan Tannen (1990), pria yang bicara 
lebih berani akan dianggap lebih maskulin, tapi tidak untuk wanita 




Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai dua dialek yang 
berbeda antara superior dan inferior dalam pembicaraan. Pihak 
feminim lebih menonjolkan dalam hal membangun relasi dan 
menunjukkan responsif, sedangkan pihak maskulin lebih 
menonjolkan pada penyelesaian tugas, menyatakan diri, dan 
mendapatkan kekuasaan, atau secara lebih spesifik wanita berhasrat 
pada koneksi (kedekatan) sedangkan pria berhasrat pada status 
(kekuasaan). Para pria juga lebih kompetitif dalam kemampuan 
bicara, dimana para pria telah tersosialisasi untuk memiliki rasa 
“tanggungjawab”. Tipe yang paling kuat dari pria adalah 
kemampuan mereka dalam mengambil suatu kesempatan. Dalam 
buku Allan dan Barbara Pease Why Men Lie and Women Cry (2011) 
pria cenderung menyanggah lawan bicara mereka, sedangkan wanita 
semenjak kecil telah dikondisikan bahwa interupsi adalah sesuatu 
yang tidak sopan. Saat akan menyela pembicara, wanita terlebih 
dahulu mengungkapkan persetujuan, sedangkan pria lebih suka 
menginterupsi untuk mengendalikan pembicaraan. Oleh karena itu, 
wanita lebih banyak dan lebih luas dalam berkata-kata untuk 
menunjukkan apa yang mereka rasakan. 
Griffin (2006) membagi lima ciri-ciri perbedaan antara laki-
laki dan perempuan (gender) dalam melakukan kontak sosial (proses 
komunikasi), sebagai berikut: 
a) Public speaking versus private speaking, dalam kategori ini 




pembicaraan pribadi. Sedangkan laki-laki lebih sering terlibat 
pembicaraan publik, laki-laki menggunakan pembicaraan 
sebagai pernyataan fungsi perintah, menyampaikan informasi, 
dan meminta persetujuan. 
b) Telling story, cerita-cerita menggambarkan harapan-harapan, 
kebutuhan-kebutuhan, dan nilai-nilai si pencerita. Dalam 
kategori ini laki-laki cenderung lebih banyak bercerita 
dibandingkan dengan perempuan khususnya terkait guyonan. 
Cerita dalam guyonan merupakan cara yang maskulin dalam 
menegosiasi status (memperoleh kekuasaan). 
c) Listening, perempuan cenderung menjaga pandangan, sering 
manggut, pertanda ia mendengarkan dan menyatakan 
kebersamaannya. Sedangkan laki-laki dalam mendengarkan 
berusaha mengaburkan kesan tersebut untuk menjaga statusnya. 
d) Asking questions, saat akan menyela pembicara perempuan 
terlebih dahulu menyampaikan persetujuannya. Berbeda pada 
laki-laki, interupsi dipandang sebagai power kekuasaan untuk 
mengendalikan pembicaraan. Dengan kata lain, pertanyaan 
digunakan perempuan sebagai upaya memantapkan hubungan, 
selain itu juga untuk memperhalus ketidaksetujuan dengan 
pembicara, sedangkan laki-laki menggunakan kesempatan 
bertanya sebagai upaya untuk melemahkan lawan bicara. 
e) Conflict, dalam memandang konflik perempuan cenderung 




Sedangkan laki-laki menyukai memulai konflik akan tetapi 
kurang suka untuk memeliharanya. 
Beberapa kategori diatas merupakan sedikit dari banyaknya 
perbedaan antara gaya komunikasi antara budaya maskulin dan 
budaya feminim. Melalui perbedaan-perbedaan tersebut, setidaknya 
dapat meminimalisir hambatan-hambatan komunikasi yang dapat 
memicu timbulnya konflik dalam hubungan antarpribadi. 
2.2 Konseptualisasi Feminisme 
Perempuan mengalami ketidakadilan dalam sepanjang sejarah 
peradaban. Filsuf terkenal dari Yunani Kuno, Aristoteles menganggap 
perempuan sebagai makhluk khusus yang kurang berkualitas, “A female is 
an incomplete male or ‘as it were, a deformity’. Seorang perempuan 
merupakan seorang laki-laki yang memiliki kelainan atau 
ketidaksempurnaan”. 
Menurut Quraish Shihab (1996), dalam peradaban Cina dan Hindu, 
kehidupan perempuan tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Roma, 
dimana hak hidup seorang perempuan yang telah bersuami turut berakhir 
pada saat kematian suaminya. Isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat 
mayat suami dibakar. Dalam Islami.co juga dijelaskan melalui artikel 
“Nasib Perempuan Sebelum Islam Datang” tentang bagaimana perempuan 
diperlakukan selama peradaban kuno yang terangkum sebagai berikut, pada 
masa tersebut perempuan adalah manusia kelas dua, perempuan hanya 
dianggap sebagai pemuas hawa nafsu laki-laki, perempuan merupakan 




perempuan menuntut kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki yang 
selanjutnya disebut dengan konsep feminisme. 
Menurut Pilcher & Whelahan (2004) dalam Stanford Encyclopedia 
of Philosophy, istilah feminisme berasal dari istilah medis dalam bahasa 
Prancis pada abad ke-19 yaitu féminisme, yang digunakan untuk menyebut 
laki-laki yang memiliki sifat feminin dan sebaliknya. Sara Mills (dalam 
Shofiyya, 2018) mendeskripsikan feminisme sebagai sebuah komitmen 
untuk menentang sistem yang mengoperasi dan mendiskriminasi salah satu 
gender, khususnya perempuan. 
Menurut June Hannam (dalam Suadi, 2016) kata feminisme bisa 
diartikan sebagai: 1. A recognition of an imbalance of power between the 
sexes, with woman in a subordinate role to men. 2. A belief that woman 
condition is social constructed and therefore can be changed. 3. An 
emphasis on female autonomy. 1. Pengakuan tentang ketidakseimbangan 
kekuatan antara dua jenis kelamin, dengan peranan wanita berada dibawah 
pria. 2. Keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial dan maka 
dari itu dapat diubah. 3. Penekanan pada otonomi wanita (Suadi, 2016). 
Maggie Humm dalam bukunya Ensiklopedia Feminisme (2002), 
mendefinisikan feminisme sebagai gerakan terorganisir untuk mencapai hak 
asasi perempuan. Secara umum, feminisme merupakan ideologi yang 
mengusung pembebasan terhadap perempuan (Humm, 2002). Menurut 
Laura Brunell (2019) mengartikan feminisme sebagai serangkaian gerakan 




mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup 
politik, ekonomi, sosial, dan hukum (Brunell, 2019). 
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, peneliti mendapatkan 
kesimpulan bahwa feminisme merupakan gerakan terkait kesetaraan antara 
laki-laki dan perempuan. Saat ini, feminisme digambarkan sebagai gerakan 
yang memperjuangkan kesetaraan bagi berbagai gender dan melawan 
kekerasan terhadap perempuan. 
2.2.1 Feminisme Menurut Feminis 
Maggie Humm dalam bukunya Ensiklopedia Feminisme 
(2002) definisi feminisme oleh feminis cenderung dibentuk oleh 
latihan, ideologi, atau ras mereka. Maka, misalnya, feminis Marxis 
dan Sosialis menekankan interaksi kelas dalam feminisme dengan 
gender dan memfokuskan pada pembedaan sosial antara perempuan 
dan laki-laki. Sebagaimana feminisme, tidak akan dan tidak boleh 
ada suatu definisi tunggal mengenai feminis karena feminis 
mempunyai berbagai afinitas yang beragam mengenai pilihan 
seksual, kelas, dan ras. Pendeknya, seorang feminis adalah 
seseorang yang mengenali dirinya sendiri, dan dikenali oleh orang 
lain, sebagai seorang feminis. Bahwa kesadaran tergantung pada 
seorang perempuan yang telah mengalami penyadaran, pengetahuan 
mengenai penindasan perempuan, dan pengakuan mengenai 
perbedaan dan komunalitas perempuan (Humm, 2002). 
Feminis merupakan seseorang yang memiliki kesadaran. 




yang tertindas setelah mengetahui bahwa terdapat relasi tidak 
seimbang berlandaskan seks ataupun gender. Kesadaran bahwa 
permasalah perempuan yang tampaknya bersifat individu, pada 
kenyataannya adalah permasalahan umum yang bersifat sistematis. 
Selanjutnya, kesadaran bahwa tidak ada yang universal dan esensial 
terkait kebenaran, bahwa kebenaran bergantung pada konteks 
masyarakat. 
Masing-masing kajian feminisme saling memberi kritik dan 
menyesuaikan dengan konteks dimana perempuan itu berada. Untuk 
itu, perlunya kesinambungan antara aktivisme lapangan dan 
pertarungan gagasan. Tidak ada bentuk baku dari feminisme, setiap 
orang dapat membuat feminisme ala mereka sendiri dengan catatan 
mereka dengan sadar mengetahui asal klaim feminis tersebut. Hal 
ini dikarenakan gerakan perempuan berawal dari kesadaran 
menentang aspek-aspek kehidupan perempuan yang tampaknya 
“alamiah” tapi pada kenyataannya bersifat ideologis dan hegemonik. 
2.2.2 Gelombang Pergerakan Feminisme 
Laura Brunell (2019) membagi gerakan feminisme menjadi 
empat gelombang. Pertama, pada awal abad ke-19 terdiri dari 
gerakan hak pilih perempuan yang mengkampanyekan hak 
perempuan untuk memilih. Kedua, pada 1960-an gerakan 
pembebasan perempuan, mengkampanyekan kesetaraan hukum dan 
sosial bagi perempuan. Ketiga, sekitar tahun 1992 ditandai dengan 




munculnya penggunaan media sosial untuk memerangi pelecehan 
seksual, kekerasan terhadap perempuan, dan budaya pemerkosaan 
(Brunell, 2019). 
Secara umum, feminisme di seluruh dunia dikonsepkan 
dalam tiga gelombang, gelombang pertama yang dicirikan oleh 
pemikiran tentang hak perempuan untuk memilih, gelombang kedua 
yang berusaha dalam pembebasan perempuan, serta gelombang 
ketiga yang dicirikan sebagai kesetaraan gender. 
Dikutip dalam Magdalene.co, gelombang feminisme tidak 
memiliki periodisasi waktu yang spesifik, akan tetapi terdapat 
kecenderungan untuk mengelompokkan pemikiran feminis 
berdasarkan tren zaman dan dekade. Misalnya, Renaissance 
memberikan pengaruh kesadaran akan kemanusiaan dan persamaan 
hak asasi manusia. Revolusi Perancis yang memunculkan kesadaran 
kelas sosial dan penindasan berpengaruh terhadap pemikiran 
feminisme gelombang pertama. Revolusi Rusia yang memulai awal 
baru tentang negara dan bangsa di dunia, kemudian disusul oleh 
Revolusi Industri dan Perang Dunia. Peristiwa-peristiwa bersejarah 
tersebut memengaruhi pemikiran feminisme gelombang kedua. 
Selanjutnya, kesadaran anti-kolonial dan ekspansi pasar bebas 
memberikan pengaruh bagi feminisme gelombang ketiga. 
a. Gelombang Pertama (Hak Perempuan) 
Gelombang pertama feminisme dimulai pada tahun 1792 berawal 




of Woman merupakan karya pertama yang secara terang-terangan 
menyuarakan hak-hak perempuan. Vindication muncul karena 
kekacauan sosial dan politik yang disebabkan oleh revolusi Prancis. 
Fokus utama dari feminisme gelombang awal adalah kesenjangan 
politik yaitu memperjuangkan hak pilih perempuan atau disebut 
sebagai emansipasi di bidang politik. Gerakan dan perjuangan 
gelombang pertama menginspirasi perempuan yang berlanjut hingga 
abad ke-20 dimana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya 
(hak politik). Dalam tulisannya tersebut, ia menuliskan bahwa 
perempuan secara alamiah tidak lebih rendah dari laki-laki, tetapi 
terlihat seperti itu hanya karena mereka tidak memperoleh banyak 
kesempatan pendidikan. Wollstonecraft mengusung supaya laki-laki 
dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, 
terutama dalam hal sosial-politik (Gamble, 2010). 
b. Gelombang Kedua (Pembebasan Perempuan) 
Gelombang kedua feminisme terjadi pada tahun 1960-an sampai 
1980-an ditandai dengan terbitnya buku The Feminine Mystique 
pada tahun 1963 oleh Betty Freiden, diikuti berdirinya National 
Organization for Woman (NOW) pada tahun 1966 sebagai 
organisasi penggerak hak asasi dan kesetaraan perempuan. 
Gelombang kedua merupakan gerakan pembebasan perempuan 
disebut dengan Women Liberation. Pada masa inilah muncul reaksi 
dari kaum perempuan (feminis) atas ketidakpuasannya terhadap 




bahwa hal ini sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang 
pertama akan tetapi dalam praktiknya tidak terealisasi secara 
maksimal. Sementara feminisme lama bersifat individualis dan 
pembaharu, pada gelombang ini membuktikan bahwa pembebasan 
perempuan bersifat kolektif dan revolusioner (Gamble, 2010). 
c. Gelombang Ketiga atau Postfeminisme (Kesetaraan Gender) 
Gelombang ketiga feminisme dimulai pada tahun 1980 dikenal juga 
sebagai postfeminisme. Gerakan ini begitu populer dan banyak 
dijadikan rujukan feminis modern sampai sekarang. Namun 
demikian, beberapa tokoh feminis menganggap bahwa feminisme 
gelombang ketiga berbeda dengan postfeminisme. Hal ini 
disebabkan karena postfeminisme merupakan gerakan yang 
menolak gagasan feminisme gelombang kedua. Akan tetapi dilihat 
melalui ide dan gagasannya, feminisme gelombang ketiga 
mengusung keragaman dan perubahan seperti globalisasi, 
postkolonialisme, poststrukturalisme, dan postmodernisme. 
Feminisme gelombang ketiga dipengaruhi oleh postmodernisme 
yang merupakan pencetus dari lahirnya feminisme gelombang 
ketiga. Fokus utama dari feminisme gelombang ketiga adalah 
bekerja melawan ketidakadilan sosial terhadap perempuan (Gamble, 
2010). 
2.2.3 Aliran-Aliran Feminisme 
Feminisme gelombang pertama, mencakup aliran feminisme liberal, 




feminisme sosialis. Gelombang kedua mencakup feminisme 
eksistensial dan feminisme gynosentris. Selanjutnya, pada 
gelombang ketiga feminisme mencakup beberapa aliran seperti, 
feminisme postmodern, feminisme multikultural, feminisme global 
dan ekofeminisme. Rosemarie Putnam Tong dalam bukunya 
Feminist Thought (2008), menjelaskan aliran-aliran feminisme 
sebagai berikut: 
a. Feminisme Liberal 
Feminisme Liberal berkembang pada abad ke-17 di Eropa, 
berasal dari pemikiran liberalisme yaitu tentang kebebasan sebagai 
pondasi aliran ini. Menurut kaum liberal, “hak” harus diberikan 
sebagai prioritas di atas “kebaikan”. Dengan perkataan lain, 
keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan, karena hak ini 
menghasilkan bingkai kerja, yang merupakan dasar untuk memilih 
apa yang terbaik bagi masing-masing selama tidak merampas hak 
orang lain. Aliran feminisme liberal terbagi menjadi dua yaitu 
feminisme liberal klasik dan feminisme liberal egalitarian. 
Feminisme liberal klasik mengemukakan bahwa negara yang 
ideal harus melindungi kebebasan sipil misalnya, hak milik, hak 
memilih, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan untuk 
berbeda, dan kebebasan berserikat. Alih-alih melakukan ikut 
campur dengan pasar bebas, negara malah memberikan semua 
individu kesempatan yang setara untuk menentukan akumulasinya 




egalitarian berorientasi pada kesejahteraan, negara yang ideal lebih 
berfokus pada keadilan ekonomi kebebasan sipil dan 
menitikberatkan pada kesempatan yang setara dan adil dalam 
mengakses sumber daya. 
Menurut Susan Wendell (bukan seorang feminis liberal) 
menggambarkan pemikiran feminis liberal, ditegaskannya sebagai 
pemikiran yang “berkomitmen kepada pengaturan ulang ekonomi 
secara besar-besaran, dan redistribusi kemakmuran secara lebih 
signifikan, karena salah satu dari tujuan politik modern yang paling 
dekat dengan feminisme liberal adalah kesetaraan kesempatan, yang 
tentu saja akan menuntut dan juga membawa kepada kedua 
komitmen tersebut”. Tujuan umum dari feminisme liberal adalah 
untuk menciptakan masyarakat yang adil dan peduli tempat 
kebebasan berkembang. Hanya di dalam masyarakat seperti itu, 
perempuan dan laki-laki dapat setara dan mengembangkan diri. 
b. Feminisme Radikal 
Feminisme Radikal merupakan aliran feminisme yang 
memfokuskan pada ketimpangan yang dialami oleh perempuan. 
Aliran ini muncul didasari oleh ketidakpuasan terhadap analisis dari 
feminisme sosialis dan feminisme marxis, karena menurut aliran ini 
penindasan terhadap perempuan terjadi karena ketubuhan 
perempuan. Sedangkan, feminisme radikal berfokus pada tubuh, 
seksualitas, dan kepuasan yang bersinggungan dengan gerakan 




mendalam dengan mencabut seluruh institusi dari akarnya. Aliran 
feminisme radikal terbagi menjadi feminisme radikal kultural dan 
feminisme radikal libertanian. 
Feminisme radikal kultural menekankan bahwa 
keperempuanan dan kemampuan rahim perempuan mengahasilkan 
kehidupan, dan bahwa hubungan seks heteroseksual adalah 
kekerasan terhadap perempuan. Feminisme ini berfokus pada 
pilihan pribadi perempuan terhadap tubuh dan seksualitas mereka. 
Pembatasan terhadap perempuan dan identitas gender serta 
menganggap patriarki sebagai musuh utama perempuan. Feminisme 
radikal libertarian berprinsip bahwa maskulinitas dan feminitas 
harus dihargai secara setara, tanpa adanya hal-hal tentang 
perempuan sejati maupun keperempuanan. Feminisme ini 
mempercayai selain patriarki, laki-laki juga termasuk bagian dari 
munculnya opresi terhadap perempuan. 
c. Feminisme Marxis dan Sosialis 
Feminisme Marxis-Sosialis berfokus pada pembebasan 
perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme.  
Aliran-aliran ini hadir untuk menjawab kritik terhadap Revolusi 
Industri dan kapitalisme, kedua aliran feminisme ini melihat bahwa 
kapitalisme hadir tidak hanya dalam proses produksi tetapi juga 
reproduksi sosial yang dibebankan kepada perempuan. 
Feminis marxis mempercayai bahwa segala ketidakadilan 




monster berkepala dua yang terus menggerus keadilan perempuan 
dalam masyarakat, yakni kapitalisme dan patriarki. Perkembangan 
selanjutnya dalam dunia adalah imperialisme dan kehadiran negara-
negara baru, sehingga feminisme marxis dan feminisme sosialis 
berfokus pada isu produksi dan reproduksi, bahwa terjadi 
pembagian kerja yang tidak adil secara gender dan perempuan 
dianggap sebagai ibu yang melakukan reproduksi sosial yang tidak 
dilihat sebagai kerja. 
d. Feminisme Psikoanalisis 
Feminisme Psikoanalisis muncul karena melakukan 
perlawanan pada tokoh Sigmund Freud. Hal ini dikarenakan, Freud 
mengungkapkan bahwa perempuan mengalami “penis envy” atau 
diartikan keirian perempuan terhadap laki-laki karena tidak 
memiliki penis, yang akibatnya merasa diri mereka inferior 
dibandingkan laki-laki. Aliran ini berusaha menggugat pemikiran 
Freud, dengan mengatakan bahwa opresi yang dialami perempuan 
adalah pengaruh dari konstruksi sosial. 
Aliran ini juga mencoba membaca mengapa perempuan 
“menjadi” perempuan melalui psyche atau kesadaran dan 
ketidaksadaran. Feminis psikoanalis melihat bahwa perempuan 
memiliki cara kerja moral yang tidak dihargai oleh dunia (yang 
terlanjur) patriarkal. Feminis psikoanalis percaya bahwa perempuan 




keputusan, dan apa yang dianggap adil bagi perempuan berbeda 
dengan yang pemikiran umum pikirkan tentang keadilan. 
e. Feminisme Eksistensialis 
Feminisme Eksistensialis lahir dari kelompok intelektual, 
seperti di Perancis yang melahirkan Simone de Beauvoir dengan 
bukunya yang populer The Second Sex. Dalam buku tersebut 
menjadi kanon dikarenakan berusaha untuk menjawab apa itu 
perempuan melalui filsafat. Jawabannya adalah perempuan tidak 
hanya sebatas biologis akan tetapi juga sebuah kategori sosiologis. 
Feminisme eksistensialis membuka cara pandang perempuan 
menjadi gender, sebuah terobosan yang nanti digunakan oleh kajian 
feminisme selanjutnya. 
f. Feminisme Postmodern 
Feminisme Postmodern berusaha untuk membedah 
epistemologi dan ilmu pengetahuan yang telah mapan dan 
mencurigai praktik-praktik kolonialisme yang masih becokol dalam 
bentuk budaya. Aliran ini berangkat dari konsep liyan atau yang lain 
untuk merebut kembali dan memaknai ulang sehingga dapat 
mewujudkan pemahaman baru. 
Feminisme posmodern percaya bahwa liyan mampu 
mengkritik struktur dominan dan membongkar praktik ketidakadilan 
yang telah menjadi fosil dalam kepala kita semua, seperti 
diskriminasi terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan 




pada teks sebagai dasar berpikirnya. Ia membangun suatu anggapan 
mendasar bahwa realitas adalah teks, baik yang berbentuk lisan, 
tulisan, maupun image, yang dalam pengupayaannya nampak 
berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa 
laki-laki. Aliran feminisme ini juga menolak cara berpikir yang 
fanatik atau tradisional dan lebih menekankan pada interpretasi yang 
plural ketimbang subjektifitas.  
g. Feminisme Multikultural dan Feminisme Global 
Feminisme Multikultural muncul karena didasari feminisme 
teologi yang mana agama dipandang sebagai sistem patriarki 
sempurna, sehingga perlunya memberikan tafsir baru yang berasal 
dari pengalaman perempuan dalam beragama yang menggunakan 
perspektif feminisme. Aliran feminisme ini memiliki kesamaan 
dengan aliran feminisme postmodern yang melihat individu sebagai 
sesuatu yang terfragmentasi. Tujuan dari feminisme multikultural 
lebih pada ide bahwa ketertindasan perempuan bersumber dari “satu 
definisi”, bukan dari kelas, ras, preferensi seksual, umur, agama, 
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, maupun hal lainnya. 
Feminisme multikultural secara historis pertama kali 
berkembang di Amerika Serikat dimana ideologi yang mendukung 
adanya diversifikasi (ide tentang perbedaan) menjadi pilihan dalam 
gaya maupun ideologinya. Sampai pada abad ke-20, ide dan 
identitas tunggal yang menjadi sebuah pilihan yang kuat mulai 




pada etnisitas sekaligus integrasi hingga melahirkan 
multikulturalisme serta berpengaruh kuat pada aliran ini. 
Sederhananya, kehadiran multikulturalisme didasarkan pada 
pengagungan ide perbedaan, menurut feminis multikultural bahwa 
semua orang sesungguhnya berbeda-beda, baik secara kulit, agama, 
ras dan lain sebagainya. 
Feminisme Global menekankan pada pentingnya melihat 
ketertindasan perempuan dari “sistem keterkaitan” (interlocking 
system). Fokus aliran ini adalah penindasan dunia pertama karena 
kebijaksanaan nasional yang mengakibatkan penindasan bagi 
perempuan di dunia ketiga. Hanya saja, jika feminisme multikultural 
fokus pada rasisme, etnisitas dan kelasisme, feminisme global justru 
lebih fokus pada isu kolonialisme, di samping soal politik dan 
ekonomi skala nasional. Mereka sepakat bahwa penindasan politik 
dan ekonomi lebih diperhatikan. Mereka melihat adanya perbedaan 
cara pandang antara feminis dunia pertama dengan dunia ketiga. 
Singkatnya, mereka memandang bahwa setiap perempuan itu 
berbeda, di setiap komunitas perempuan itu berada juga berbeda, 
sehingga penindasan yang terjadi pada perempuan mempunyai 
keunikan dan kondisi yang berbeda pula. 
h. Ekofeminisme 
Ekofeminisme cukup populer di Indonesia. Aliran 
feminisme ini muncul dikarenakan kerusakan yang terjadi pada 




kepentingan industri. Ekofeminisme menekankan bahwa hubungan 
antara perempuan dan alam memiliki persamaan yaitu sama-sama 
menjadi korban perkosaan kapitalisme dan mistis serta legenda yang 
digunakan sebagai alat penjabarannya. 
Selain ekofeminisme terdapat pula feminisme ekologi. 
Feminisme Ekologi melihat dampak kerusakan alam terhadap 
hubungan antar manusia yang bersandar pada kajian ekologi. Aliran 
ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga 
kelestarian alam dan lingkungan. Basis gerakan ini adalah 
femininitas atau perempuan. 
Dalam gerakan ekofeminisme, perempuan dianggap 
memainkan peran strategis. Semua peran dari perempuan ini 
berupaya untuk mencegah atau setidaknya menciptakan lingkungan 
alam yang nyaman dan asri. Seperti halnya feminisme multikultural 
dan global, ekofeminisme juga memberi pemahaman adanya 
keterhubungan antara segala bentuk penindasan manusia. Hal ini 
sebagaimana yang diungkap oleh Carolyn Merchant bahwa ada 
empat hal yang saling berkaitan di mana peran perempuan menjadi 
penting, yakni ekologi, produksi, reproduksi dan kesadaran. 
2.3 Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan policy. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan diartikan 
sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 




bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan 
cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 
Friedrick (dalam Agustino, 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai 
serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-
hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap 
pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu. Sedangkan menurut James Anderson (dalam Agustino, 2008) 
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action 
followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of 
concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan 
oleh Anderson (dalam Winarno, 2007) dianggap lebih tepat karena 
memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada 
apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga 
membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan 
(decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif 
yang ada. 
2.3.1 Konsep Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pemerintah merupakan setiap keputusan yang dilakukan 
oleh pejabat pemerintah/negara dalam melaksanakan fungsi umum 




tujuan ataupun dalam rangka melaksanakan produk-produk 
keputusan atau peraturan perundang-undangan yang telah 
ditetapkan dan lazimnya dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan tertentu atau bentuk keputusan formal tertentu. 
Menurut Mc. Rae dan Wilde (dalam Soenarko, 2003) 
mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian tindakan 
yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting 
terhadap sejumlah besar orang. Thomas R. Dye (dalam Soenarko, 
2003) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai apapun yang 
dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu. 
Melalui definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan 
pemerintah merupakan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah 
yaitu pejabat pemerintah/negara untuk melakukan ataupun tidak 
melakukan suatu tindakan. 
2.3.2 Tahapan Kebijakan Pemerintah 
Adapun tahapan-tahapan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah 
dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan menurut 
William Dunn (dalam Winarno, 2007) adalah sebagai berikut: 
a. Agenda Setting (Penyusunan Agenda) 
Pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 
agenda publik. Sebelumnya, masalah tersebut berkompetisi 
terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. 




para perumus kebajikan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah 
tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain 
ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah 
karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 
b. Policy Formulating (Formulasi Kebijakan) 
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai 
alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy 
options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing 
alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang 
diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-
masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan 
pemecahan masalah terbaik. 
c. Policy Adoption (Adopsi Kebijakan) 
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh 
para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif 
kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 
legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan 
peradilan. 
d. Policy Implementation (Implementasi Kebijakan) 
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan 




dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen 
pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 
dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 
sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini 
berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa 
implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 
(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan 
ditentang oleh para pelaksana. 
e. Policy Evaluation (Penilaian Kebijakan) 
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai 
atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang 
dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu 
memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena 
itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi 
dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah 
dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang 
diinginkan atau belum. 
2.4 Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU PKS) 
Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang dapat berupa ucapan 
ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau 
memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual 
yang tidak dikehendaki. Aspek penting dalam kekerasan seksual: 1) aspek 
pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban. 2) korban 




pada anak atau individu dengan disabilitas intelegensi) (Yayasan Pulih, 
2017). 
Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan 
merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap 
tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, 
bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu 
tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena 
ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat 
berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, 
kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 
Melalui pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
kekerasan seksual merupakan tindakan atau perbuatan yang bersifat 
memaksa atau tanpa persetujuan dari seseorang secara seksual maupun 
fisik. 
2.4.1 Ranah Kekerasan Seksual 
Menurut laporan World Health Organization (WHO), The 
London School of Hygiene and Tropical Medicine, dan The South 
African Medical Research Council pada tahun 2013, 1 dari 3 
perempuan pernah mengalami kekerasan secara seksual, yang dibagi 
menjadi dua bentuk yaitu kekerasan oleh pasangan dan kekerasan 
oleh orang lain atau non-pasangan yang diambil menggunakan data 
populasi seluruh dunia. Dalam laporannya, WHO mendeskripsikan 




kekerasan baik secara fisik dan/atau seksual oleh pasangan maupun 
non-pasangan, hampir sepertiga (30%) perempuan yang menjalin 
hubungan mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh 
pasangan, di beberapa daerah 38% perempuan pernah mengalami 
kekerasan oleh pasangan, secara global sebanyak 38% dari semua 
pembunuhan terhadap perempuan dilakukan oleh pasangan intim, 
data ini belum termasuk pelecehan seksual. Melalui data tersebut 
membuktikan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan sangat 
memprihatinkan. 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) Tahun 2016 membagi persoalan kekerasan 
terhadap perempuan menjadi 3 (tiga) wilayah/ranah, yaitu: 
Kekerasan Personal (KDRT/Relasi Personal), Ranah Komunitas, 
dan Ranah Negara. Pertama, ranah privat merupakan kekerasan 
yang terjadi atau dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, 
suami, pacar, teman, maupun kerabat. Kedua, ranah 
komunitas/publik merupakan kekerasan di lingkungan kerja, 
lembaga, dan oleh tetangga. Ketiga, ranah negara, ranah kekerasan 
yang terjadi atau dilakukan oleh negara maupun aparat negara. 
Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2020, Komnas 
Perempuan menjelaskan data kekerasan bahwa KDRT/RP (ranah 
personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus), seperti tahun 
sebelumnya, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling besar 




komunitas/publik dengan presentase 24% (3.602 kasus). Ranah 
negara, di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara artinya 
aparat negara sebagai pelaku langsung atau melakukan pembiaran 
pada saat peristiwa pelanggaran HAM perempuan terjadi, 
ditemukan adanya 12 kasus. 
2.4.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual 
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas 
Perempuan) melalui hasil pemantauan selama 15 tahun (1998-2013) 
membagi kekerasan seksual menjadi 15 jenis, yaitu: 
a. Perkosaan 
Tindakan penyerangan yang dilakukan dengan menggunakan 
kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis 
maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pemaksaan 
hubungan seksual terhadap korban. 
Pencabulan, yang merupakan istilah lain dari perkosaan, adalah 
perkosaan yang dilakukan pada orang yang belum mampu 
memberikan persetujuan secara utuh, misalnya anak di bawah 
umur 18 tahun. 
b. Intimidasi Seksual Termasuk Ancaman atau Percobaan 
Perkosaan 
Tindakan menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut 
atau penderitaan psikis pada korban. Intimidasi seksual bisa 
dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui 





c. Pelecehan Seksual 
Tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik 
dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk 
menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, 
mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, 
colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat 
yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak 
nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan 
mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan 
keselamatan. 
d. Eksploitasi Seksual 
Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau 
penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, 
maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, 
sosial, politik, dan lainnya. 
e. Perdagangan Perempuan Untuk Tujuan Seksual 
Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, 
memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi 
rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat 
terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang 





f. Prostitusi Paksa 
Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman 
maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini 
dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat 
perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya 
dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, 
atau ancaman kekerasan. 
g. Perbudakan Seksual 
Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh 
korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk 
memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau 
bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi 
dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, 
melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta 
hubungan seksual dengan penyekapnya. 
h. Pemaksaan Perkawinan, Termasuk Cerai Gantung 
Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan 
seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian 
tidak tepisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh 
perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan 
terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika 
perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali 
mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun 




orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin 
paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi 
pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat 
perkosaan terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika 
perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan 
padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau 
tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami 
maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “kawin cinta buta” 
yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain 
untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya 
setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum 
islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih 
ditemukan di berbagai daerah. 
i. Pemaksaan Kehamilan 
Situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun 
ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak 
dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan 
korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali 
melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi 
istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan 
itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya. 
j. Pemaksaan Aborsi 
Pengguguran kandungan dilakukan karena adanya tekanan, 




k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi 
Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi 
dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari 
perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap 
atupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan 
persetujuan. 
l. Penyiksaan Seksual 
Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, 
yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa 
sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun 
seksual. 
m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual 
Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, 
ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak 
termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan 
hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk 
merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar 
norma-norma kesusilaan. 
n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau 
Mendiskriminasi Perempuan 
Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama 
dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat 
menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual 




o. Kontrol Seksual, Termasuk Lewat Aturan Diskriminatif 
Beralasan Moralitas dan Agama 
Cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan 
perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan 
antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan 
menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual 
menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) 
perempuan. 
2.4.3 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU 
PKS) dari Perspektif Feminisme 
  Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk 
mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi dan 
memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak 
terjadi keberulangan Kekerasan Seksual. Menurut Siti Aminah Tardi 
(2018), Peneliti Indonesian Legal Resource Center (ILRC) melalui 
tulisannya “Feminisme dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” 
sebagai berikut: 
a) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Bukan Berasal dari Barat 
Kehadiran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilandaskan 
karena semakin meningkatnya angka kekerasan seksual yang 
menimpa perempuan dan anak-anak di Indonesia. RUU PKS 
merupakan salah satu jalan bagi rakyat Indonesia untuk 
melaksanakan Pancasila, baik sila kesatu Ketuhanan Yang Maha 




Nilai RUU PKS adalah memanusiakan manusia, yang juga 
menjadi inti dari nilai-nilai agama dan kepercayaan di Indonesia. 
b) Feminisme adalah Ide untuk Melawan Ketidakadilan 
Secara sederhana, feminisme merupakan ide/pemikiran untuk 
melawan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Orang yang 
memperjuangkannya disebut feminis. Sebenarnya, feminisme 
ada dan tumbuh dalam setiap komunitas, wilayah, ras, agama, dan 
negara walau menggunakan istilah yang berbeda. Ibu Shinta 
Nuriyah pada tahun 2000, pernah menggagas apa yang disebut 
Feminisme Pancasila. Hal ini menggarisbawahi bahwa feminisme 
juga bagian dari nilai-nilai bangsa Indonesia, yaitu feminisme 
yang bersandar kepada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, 
dalam kerangka NKRI, mengedepankan proses demokrasi dan 
ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia. RUU PKS merupakan upaya untuk melawan 
ketidakadilan yang menimpa perempuan. 
c) Sejarah Perkembangan Feminisme yang Digunakan Menghantam 
Balik Gerakan Perempuan 
Gerakan feminisme itu dinamis sesuai dengan dinamika sosial 
politik dimana sebuah aliran feminis muncul. Dalam Naomi Wolf 
melalui karyanya berjudul Gegar Gender yang merujuk pada 
gerakan feminisme radikal pada tahun 1970-an yang 
mengkampanyekan “anti laki-laki”, karena mereka menilai 
sumber ketertindasan perempuan adalah laki-laki, namun disisi 




Menurut analisisnya, kampanye tersebut digunakan oleh 
kapitalisme dan patriarki untuk menghantam balik gerakan 
perempuan, sehingga gerakan perempuan akan di stereotipekan 
sebagai gerakan anti keluarga, anti anak, lgbt dan pro aborsi, 
sehingga hal ini membangun phobia yang disebut Feminist 
Phobia (F-Phobia). Mitos yang dibangun oleh kapitalisme dan 
patriarki ini diimpor ke negara-negara dunia ketiga, sehingga 
kemudian muncul ide yang berasal dari barat. Melalui hal 
tersebut, tidak perlu memperdebatkan RUU PKS dari barat atau 
mengadopsi feminisme, namun yang lebih penting dan substantif 
adalah bagaimana melalui negara melakukan pencegahan agar 
tidak semakin banyak korban kekerasan seksual, melakukan 
penegakan hukum bagi para pelakunya, dan memulihkan hak-hak 
korban. Dan dalam konteks keberagaman, RUU PKS adalah 
bagian dari keberpihakan kepada kelompok yang dilemahkan. 
2.5 Konstruksi Media dan Realitas Sosial 
Realitas sosial merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat, sebagai hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial 
dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu konsensus (kesepakatan), interaksi, serta 
habituasi (kebiasaan) sosial. Peter Berger dan Thomas Luckmann (dalam 
Abdat, 2014) mengungkapkan ada tiga tahap dalam mengonstruksikan 
sebuah realitas/kenyataan yaitu, a) eksternalisasi, proses munculnya ide-ide 
yang berasal dari pemikiran manusia, yang kemudian ide ini eksis di 




dipersepsikan menjadi kenyataan, dan disepakati (konsensus), mengalami 
proses interaksi sosial, dan berlangsung secara berulang (habituasi), c) 
internalisasi, ide yang mengalami objektifikasi dianggap sebagai kenyataan, 
selanjutnya diserap menjadi pengetahuan (Abdat, 2014). 
Media dalam melakukan pemberitaan tidak terlepas dari bagaimana 
media mengkonstruksi suatu berita. Konstruksi media merupakan proses 
media dalam membentuk realitas terhadap berita yang ada, pesan yang 
disampaikan pada khalayak seperti apa yang diharapkann oleh media. 
Konsep konstruksionisme oleh Peter L. Berger (dalam Abdat, 2014) 
menyatakan bahwa konstruksi sosial atas realitas masyarakat adalah produk 
yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Eriyanto (dalam 
Abdat, 2014) mengungkapkan bahwa manusia termasuk dari hasil produk 
masyarakat. 
Proses konstruksi media dilihat melalui bagaimana media 
membentuk realitas terhadap masyarakat, paradigma konstruksionis 
termasuk proses produksi dan pertukaran makna yang mana harapan pesan 
yang disampaikan tersebut terkirim kepada khalayak. Proses penyampaian 
pesan biasanya menggunakan skema proses komunikasi yaitu sumber 
(pengirim), pesan, media, penerima, efek. Proses pengiriman pesan tidak 
luput dari gangguan (noise). Pengiriman pesan juga akan diikuti oleh umpan 
balik (feedback). Hamad (dalam Abdat, 2014) menjelaskan bahwa 
konstruksi realitas pada prinsipnya adalah setiap upaya menceritakan 
sebuah peristiwa, keadaan, atau benda yang berhubungan dengan politik. 




pertukaran makna yang dilakukan sebuah media dengan menyusun realitas-
realitas yang ada oleh wartawan berita mengenai kejadian dari peristiwa 
yang diperoleh. Konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan 
proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Realitas 
media mempengaruhi pembaca dalam mengkonsumsi berita yang disajikan 
oleh media (Abdat, 2014). 
Terdapat dua karakteristik pendekatan konstruksionis. Pertama, 
pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses 
bagaimana seseorang membuat suatu gambaran tentang realitas. Makna 
bukanlah suatu yang absolute, konsep statik yang ditemukan dalam satu 
proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Kedua, 
pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses 
yang dinamis. Pendekatan konstruksionis memeriksa bagaimana konstruksi 
makna individu menerima pesan. Pesan dipandang bukan sebagai mirror of 
reality yang menampilkan fakta atau keadaan apa adanya. Dalam 
penyampaian pesan, seorang menyusun cerita atau merangkai ucapan 
tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas. 
2.6 Cyberfeminisme dan Media Baru 
Perempuan dan teknologi memiliki hubungan yang tidak pernah 
mudah. Hal ini dikarenakan persepsi tradisional tentang teknologi yang 
bertentangan dengan perempuan. Menurut Gamble (2010) penggambaran 
simbolis teknologi menghasilkan stereotipe bahwa perempuan itu bodoh 
dan tidak layak dalam bidang teknologi. Peralatan teknologi cenderung di 




sesuai laki-laki seperti gergaji, truk dan senapan. Sedangkan perempuan 
lebih pada pembersih debu, mesin ketik dan setrika (Gamble, 2010). 
Menurut Gamble (2010), laki-laki lebih memegang kendali dalam 
teknologi, sebab perempuan identik dengan ketidakpahaman tentang teknik 
dan prinsip-prinsip bagaimana mengoperasikan mesin. Meskipun 
perempuan sepanjang sejarah telah aktif dalam mengembangkan teknologi 
baru, feminis berpendapat bahwa teknologi masih dipandang sebagai 
ciptaan maskulin. Kontribusi perempuan masih cenderung terpinggirkan 
dan diabaikan dalam sejarah teknologi. Oleh karena itu, feminis seperti Judy 
Wacjman dalam Feminism Confronts Technology (1991) berpendapat 
bahwa teknologi perlu terus di interogasi dan di rekonseptulisasikan, dan 
bahwa perempuan perlu menjadi lebih aktif dalam bidang dan 
memahaminya dengan baik (Gamble, 2010). 
Cyberfeminisme merupakan istilah dan gerakan yang muncul pada 
feminisme gelombang ketiga diciptakan pada tahun 1994 oleh Sadie Plant, 
Direktur Cybernetic Culture Research Unit di Universitas Warwick Inggris, 
untuk menggambarkan karya feminis yang tertarik untuk berteori, 
mengkritik, dan mengeksploitasi internet, cyber space, dan teknologi media 
baru pada umumnya (Alatas, 2019). Sadie Plant (dalam Gamble, 2010) 
mendefinisikan cyberfeminisme sebagai “suatu pemberontakan atas bagian 
barang-barang dan material-material dari kemunculan patriarkal yang 
terdiri atas mata rantai antara perempuan, perempuan dan komputer, 
komputer dan jaringan-jaringan komunikasi, penghubung dan mesin-




Dalam Dictionary of Media Studies (2006) cyberfeminisme disebut 
“the study of new technology and its effect on women’s issues” dapat 
diartikan studi mengenai teknologi-teknologi baru dan pengaruhnya 
terhadap isu-isu perempuan. Cyberfeminisme muncul dari penggunaan 
media digital dan teknologi komunikasi baru. Nicholas Stevenson (dalam 
Alatas, 2019) melihat cyberfeminisme sebagai gerakan akademis dan 
politik yang paling signifikan dari abad informasi. Dalam pandangan 
Stevenson, cyberfeminisme telah membawa transformasi struktural yang 
besar, yang terkait dengan keprihatinan dengan perpecahan gender dan cara 
berpikir maskulinis (Alatas, 2019). 
Cyberfeminis berpendapat bahwa kebanyakan teknologi didominasi 
oleh maskulinitas. Subono (dalam Alatas, 2019) media baru menyediakan 
sebuah ruang untuk mereka agar bisa berinteraksi secara aktif dengan 
teknologi, dengan kata lain dalam pendapat cyberfeminis, media baru 
adalah teknologi yang memiliki sifat feminim, dibanding maskulin. 
Setidaknya ada pandangan yang berbeda dalam melihat hubungan teknologi 
dengan gender, yaitu esensialis (essentialist) dan ekologi (ecologist). 
Kelompok esensialis merupakan kelompok yang mewakili pandangan 
teknophobia, yang memandang bahwa ide mengenai teknologi yang akan 
membebaskan perempuan dari ketidakadilan gender pada dasarnya hanya 
bersifat utopis. Sementara kelompok yang kedua, cenderung melihat bahwa 
teknologi memiliki potensi membebaskan kalangan perempuan dari 
berbagai kerjaan domestik dan bahkan bisa memudahkan perempuan 




Donna Haraway (dalam Gamble, 2010) mengidentifikasi bahwa 
pengaburan batas-batas antara manusia dan mesin pada akhirnya akan 
membuat kategori laki-laki dan perempuan tidak terpakai, dan membuka 
jalan menuju kebebasan, di luar gender (Gamble, 2010). 
Cyberfeminisme tidak hanya sekedar studi teoritis ataupun kajian 
kritis, akan tetapi juga merupakan gerakan praksis yang menawarkan ide-
ide tentang pembebasan terhadap perempuan dari segala macam dominasi 
patriarkal. Kemunculan cyberfeminisme menurut Sarah Gamble (dalam 
Alatas, 2019) dapat didefinisikan berkaitan dengan asal-usulnya dalam teori 
dan praktek feminis akhir 1980-an dan awal 1990-an yang berkaitan dengan 
kemunculan teknologi mengenai revolusi informasi. Cyberfeminisme 
kemudian menjadi mazhab penting dari studi cyberculture dan feminisme, 
dan telah mengembangkan serangkaian perhatian utama, termasuk isu-isu 
pemisahan tubuh/pikiran, visi masyarakat fokus yang pada isu-isu seperti 
identitas dan komunitas sosial. Cyberfeminisme kemudian menjadi strategi 
politik serta metode artistik paling aktif di tahun 1990-an (Alatas, 2019). 
Pendapat inilah, menurut Gamble (2010) yang menandai adanya 
utopianisme cyberfemnisme yang mengatakan bahwa teknologi tidaklah 
membahayakan bagi perempuan, dan bahwa perempuan seharusnya 
merebut kendali dari sistem informasi baru. Namun demikian, menurut 
Gamble (2010), dewasa ini cyberfeminsme memiliki banyak isu untuk 
bersaing dengan tidak sekedar kebutuhan mengimbangi suatu agenda politis 





2.7 Landasan Teori 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori Media Critical 
Theory. Nurudin dalam bukunya Pengantar Komunikasi Massa (2017) 
mengemukakan bahwa teori media kritis berakar dari aliran-aliran ilmu 
kritis yang bersumber pada ilmu sosial Marxis. Ilmu ini juga disebut dengan 
emancipatory science (cabang ilmu sosial yang berjuang untuk mendobrak 
status quo ‘keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana 
keadaan sebelumnya’ dan membebaskan manusia, terutama rakyat kecil dan 
miskin dari status quo serta struktur sistem yang menindas). 
Jika media massa menonjolkan isu gerakan secara terus menerus 
menentang otoritas keberadaan elite dan membuat permintaan bagi 
perubahan sosial, maka media massa tersebut tidak mendukung status quo. 
Akan tetapi, jika media massa memilih memberitakan yang mendukung 
status quo, seperti pendapat pejabat pemerintah atau lembaga tersebut, 
media massa telah memperkuat status quo. 
Menurut perspektif teori ini, media tidak seharusnya hanya 
memberikan fakta atau kejadian yang justru malah memperkuat status quo. 
Media harus terus menerus mengkritisi setiap ketidakadilan yang ada di 
sekitarnya. Termasuk disini, perlunya media untuk selalu peka terhadap 
persoalan ketidakadilan dan ketertindasan yang dilakukan oleh pemerintah. 
Media harus terus mengkritisi dan melawan segala bentuk hegemoni serta 
kekuasaan yang berada di tangan penguasa. Pemerintah, biasanya akan 




konflik, tuntutan, dan pergolakan yang justru menjadi sasaran teori kritis 
(Nurudin, 2017). 
Sehubungan dengan penelitian ini, teori kritis memiliki kesesuaian 
dengan penelitian ini yaitu terkait kritik media feminis terhadap kebijakan 
pemerintah yang mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan 
Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Prolegnas Prioritas 2020. 
Dikeluarkannya RUU PKS menunjukkan ketidakberpihakkan pemerintah 
pada kelompok tertindas yang dalam hal ini ditujukan pada perempuan 
sebagai pihak yang paling banyak mengalami kekerasan seksual. Sehingga 
perlunya media feminis untuk terus melakukan kritik terhadap pemerintah, 
sampai pada RUU PKS disahkan. 
